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Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat 
membahayakan bagi suatu negara, karena bukan hanya dapat menimbulkan 
kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusak nilai moral dan 
masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow 
up crime, artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan 
tindak pidana lainnya, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. 
Kedua bentuk kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatan 
luar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya 
penanganannya tidaklah mudah. Penerapan pembalikan pembuktian 
diharapkan mampu menjadi satu cara khusus yang dapat ditempuh guna 
memberantas tindak pidana pencucian uang, serta untuk tujuan 
pengembalian aset, karena selain si pelaku harus dipidanakan, kerugian 
keuangan yang dialami oleh negara juga harus dikembalikan. 
Penerapan pembalikan beban pembuktian menimbulkan berbagai 
pertentangan karena dianggap rawan melanggar hak asasi manusia 
khususnya dalam hal ini tersangka atau terdakwa, mengingat dalam perkara 
pencucian uang harta kekayaan milik tersangka bisa disita tanpa dibuktikan 
tindak pidana asalnya terlebih dulu. Selain itu, terdakwa diberikan 
kewajiban untuk membuktikan di muka persidangan bahwa harta 
kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan. Tidak ada kepastian 
tentang bagaimana itu adil, namun dalam hal ini aturan hukum yang telah 
ada harus diimplementasikan sebagaimana, serta putusan yang telah 
dijatuhkan oleh hakim harus dihormati dan dianggap sebagai hukum yang 
berlaku. 
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Money laundering is a very dangerous crime for a country, because it 
is not only about the big financial risks, but also it can damage the moral 
values an the future of a nation. Money laundering is a follow up crime, it 
means this crime must be begin with anothe crime, and one of them is 
corruption. Both of this crimes are white collar crime and extra ordinary 
crime, which is caused by complex reason, so it is not easy to handling. The 
application of the reversal of burden of proof is expected to be a one 
specific way to fight this crime, also for another reason: assets recovery. 
The offender should be criminalizef, but the financial loss of the state also 
must be returned. 
The application of the reversal of burden of proof causes some 
disagreement because it considered vulnerable in Human Rights violation, 
especially suspect’s or the defendant’s rights, because in the case of money 
laundering, the suspect’s assests could be confiscated without any proof of 
the core crime first. Beside that, the defendant has an obligation to proof 
that his/her assets doesn’t come because of a crime. There’s no certainty 
about what justice is,  but in this case the rule of law must be implemented 
and the verdict of the jugde must be respected as a applicable law. 
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